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LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG 
 

 
Nomor 7                                                      Tahun 2008 

 
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG 

NOMOR  7  TAHUN  2008 

TENTANG 

ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA  TANGERANG, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan  Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah  dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Organisasi 

Kecamatan dan Kelurahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah 

Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor  32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan   (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4588); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40); 

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan 

Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 

12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota 

Tangerang (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2008). 

 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama   

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG 

dan 
WALIKOTA TANGERANG 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI KECAMATAN DAN 

KELURAHAN. 
 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
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1. Daerah adalah Kota Tangerang. 

2. Pemerintah Daerah  Pemerintah Kota Tangerang. 

3. Walikota adalah Walikota Tangerang. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang. 

5. Kecamatan adalah Kecamatan pada Pemerintah Kota Tangerang. 

6. Kelurahan adalah Kelurahan pada Pemerintah Kota Tangerang. 

7. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kota Tangerang. 

8. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kota Tangerang. 

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah para pejabat fungsional yang berada pada 

perangkat daerah. 

 

BAB II 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI  

Bagian Pertama 

Kedudukan  

Pasal 2 

(1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan 

yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat; 

(2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui 

Sekretaris Daerah; 

(3) Kelurahan merupakan perangkat daerah kota yang berkedudukan di wilayah 

Kecamatan dan dipimpin oleh Lurah;  

(4) Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui 

Camat. 

 

 

Bagian Kedua 

Tugas Pokok, dan Fungsi 

Paragraf 1 

Kecamatan  

Pasal 3 

(1) Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang 

dilimpahkan Walikota melalui Peraturan Walikota serta menyelenggarakan tugas 

umum pemerintahan. 

(2) Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), 

mempunyai fungsi : 

a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;   

c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 


